SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016
tentang’ Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur sebagaimeana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nemor 3 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
menyvebutkan bahwa ketentuan Iebih lanjut mengenai
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi, Serta
Tata Kerja Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten
Kolaka Timur.

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5401); -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);




Menetaplkan

10,

Undang-Undanng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 WNomor 244, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomoer
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomr 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
Indonesgia Tahun 2017 Nomor 17);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43 /Permentan /OT.010/82016 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan
Dinas  Urusan  Pertanian Daerah  Provinsi Dan
Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomar 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur sebagaimena telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat! ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerab Kabupaten
Kolaka Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.

4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kolaka Timur.

5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Dan Hortikultura
Kabupaten Kolaka Timur.

6. Kepala Dinas adalah EKepala Dinas Perkebunan Dan
Hortikultura Kebupaten Kolaka Timur.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah vang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah yang
melaksanakan Kkegiatan teknis operasional dan atau
kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
vang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGEAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat ‘Daerah yang melaeksanakan urusan pemerintahan
bidang pertanian sub bidang perkebunan dan sub bidang
hortikultura diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintah bidang pertanian sub bidang perkebunan dan sub
bidang hortikujtura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
~adalah Dinas Perkebunan Dan Hortikultura.



{1)

(2)

(3)

(1)

(2]

-4 -

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, diklasifikasikan atas tipe A,

Penentuarn tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang pertanian.

Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturar

Perundang-undangan.

BAB Il
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI]

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas dipimpin cleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab Lkepada DBupati melalui
Sekretaris Daerall.

Pasal &

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanalkan
urusan pemerintalhh vang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan dibidang pertanian subperkebunan dan
hortilaultura.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

.

perumusan kebijaken di bidang prasarana dan sarana,
hortikultura, perkebunan, serta penyuluhan perkebunan
dan hertikultura;

. penyusunan program penyuluhan perkebunan dan

hortikultura;
penataan prasarana perkebunan dan hortikultura;
nengawasan mutui dan peredaran benih tanaman:
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pembinaan produksi di  bidang perkebunan dan
hortikultura;

pengendalian  dan  penanggulangan hama  penyakit
tanaman;

pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

‘dan hortikultura;

penyeienggaraan penyuluhan perkebunan dan hortikultura,
pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perkebunan dan
hortikultura;

pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan
hortikulturs;

pelaksanaan  administrasi Dinas perkebunan dan
hortikultura; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi Dinas,terdiri atas:

Kepala Dineas;

Sekretariat;

Bidang Prasarana dan Sarana;

Bidang Hortikultura;

Bidang Perkebunan;

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;;
Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

F®R e R g

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala.  Dinas mempunyai tugas memimpin, dan
mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pertanian sub bidang perkebunan dan
sub bidang hertikultura serta bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah data dalam penyusunan rencata program
momnitoring, evaluasi dan penyusunan Japoran
penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi kepegawaian,
administrasi keuangan dan urusan umum @ serta
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh  Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 , Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.

koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di
bidang prasarana sarana, produksi perkebunan dan
-hortikultura serta penyuluhan;

pemberian  dukungan  administrasi yang  meliputi
ketatausahaan,  kepegawaian, keuangan, kerumah
tanggaan, kerja sama, hubungan masvarakat, arsip dan
dokumentasi;

penataan organisasi dan tata laksana;

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

pengelolaan barang milik/keKayaan negara dan daerah;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sekertariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;
h. Sub Bagian Keuangan Dan Aset; dan
¢. Sub Bagian Umum Dan Kepagawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

cleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada sekertaris.
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Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyal
tugas melaksanakan penylapan bahan penyusunan
rencana, program, dan anggaran serta pemsntauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang
perkebunan dan hortikultura.

Sub Bagian Keuangan Dan Aset sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b,mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan urusan  keuangan  dan
pengelolaan barang milik negara.

Sub Baglan Umum Dan Kepagawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ¢,mempunyai
tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha,
rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokoler serta
ketatalaksanaan.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 14

Bidang Prasarana Dan Sarana mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan,dan
pemberian bimbingan feknis, serta pemantauan dan
evaluasi dibidang prasarana dan sarana perkebunan dan
hortikultura.

Bidang Prasarana Dan Barana sebagai mana dimaksud
pada ayat (1}, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Bidang Prasarana Dan Sarana menyelenggarakan
fungsi :

.

b.

penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana
pertanian sub sektor perkebunan dan hortikultura;
penyediaan dukungan infrastruktur sektor perkebunan dan
hortikultura;

pengembangan potensi perluasan, pengelolaan dan
perlindungan lahan;

pengelolaan air irigasi pertanian sub sektor perkebunan
dan hortilcultura;

penyedlaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida

ie a1t Aeie smmmmlan smmmkemamdian mrala mnlrkme selratua e Aaa
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f. penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian sub
sektor perkebunan dan hortikultura,

g. pemberian bimbingan pembiayaan sub sektor perkebunan
dan hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana
pertanian sub sektor perkebunan dan hortikultura, dan

i, Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Bidang'Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
a. Seksi Perluasan Pengelolaan Dan Perlindungan Lahan;
b. Seksi Pengelolaan Air Pertanian; dan
c. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Dan Pembiayaan

Pertanian.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 17

(1) Seksi Perluasan, pengelolaan dan perlindungan Ighan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), huruf a,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan
pemantauan serta evaluasi di bidang perluasan pengelolaan
dan perlindungan lahan.

(2) Seksi Pengelolaan Air Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huzuf b, mempunyal tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pemberian bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi di
bidang pengelolaan air irigasi, pestisida, perkebunan dan
hortikultura.

(3) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Dan Pembiayaan
Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan  bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantalan serta evaluasi di bidang
pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pembigyaan
pertanian.

Bagian Keempat
Bidang Hortikultura

Pasal 18

(1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian
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Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
18 , Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
hortilcultura;

pemberian bimbingan penerapan peningkatan produlksi di
hidang hortikultura;

. pengendalian dan penanggulangan hama  penyakit,

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan
iklim di bidang hortikultura;

pemberiarn  bimbingan pascapanen, pengelabhan dan
pemasaran hasil di bidang hortikultura;

pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang
hortikultura;

pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

{1) Bidang Holtikultura, terdiri atas :

a. Seksi Produksi Hortikultura;
b. Seksi Pembenihan Dan Perlindungan Hortikultura; dan
. ¢. Beksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

{2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

(1)

(2)

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangguingjawab
kepada Kepala Bidang Hortikultura.

Pasal 21

Seksi Produksi Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanalkan
penyiapan hahan pehyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta
evaluasi di bidang produksi Hortikultura.

Seksi Pembenihan Dan  Perlindungan  Hortikultura
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1] huruf
bmempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan nemantauan serta evaluasi di bidang
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Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Holtikultura
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat {1) huruf c,
mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan bahan
peniyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

 bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 22

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
perkebuna.

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin cleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyuéunan kebijaltan perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahatt dan pemasaran hasil di bidang
perkebunan,;

. penyusunan rencana kebutuhan den penyedisan benih di

bidang perkebunan,

peémberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di
bidang perkebunan,

pengendalian  dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan
iklim di bidang perkebunan;

penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan
kebakaran di bidang perkebunan;

pemberian  bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang perkebunan;

pemberian  izin  usaha/rekomendasi teknis dibidang
perkebunan;

pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang, Perkebunan, terdiri atas :
a. Seksi Produksi Perkebunan;
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(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

(1)

(2)

(1)

(2)

Kepala Seksi vang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 25

Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat {1) huruf a,mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan kebijalan, pelaksanaan dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan
evaluasi di bidang produksi perkebunan.

Seksi Pembenihan dan  Perlindungan  Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan
teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan
dan perlindungan perkebunan.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil perkebunan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), huruf e,
mempunyal  tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan tekmis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

- pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Baglan Keenam
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasgal 26

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan program dan
penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia
perkebunan dan hortikultura.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh secrang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

periyusunan  kebijakan dan  program di = bidang
pengexhbangan sumber daya manusia;

pelaksanaan bimbingan kelembagaan pengembangan
sumber daya manusia;

"pelaksanaan bimbingan ketenagaan pengembangan sumber

daya manusia;
pemberian fasilitas pehumbuhan dan pengembangan
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peninglatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara
swadaya, kontrak dan suasta;

pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan
informasi penyuluhan;

pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan sumber
daya manusia; dan _

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
a, Seksi Kelembagaan;

b. Seksi Ketenagaan; dan

c. Seksi Metode dan Informasi.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

FPasal 29

Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
avat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan, pelaksanasn dan peraberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
kelembagaan penynluhan perkebunan dan hortikultura.
Seksi Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian
bimbingan tekmis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
ketenagaan sumber daya manusia.

Seksi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi
dibidang metode dan informasi penyuluhan perkebunan dan
hortikultura.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Fasal 30

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalalh unsur perlaksana
teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah dilengkapi dengan tata
usaha dan jabatan fungsional yang berada dibawah dan



_ 13-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit
Peleksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenpgara.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, UPTD yang telah
terbentuk dengan Peraturan Bupati, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan Peraturan DBupati tentang
Pembentukan Dan Susunan Organisasi UPTD yang baru
diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompolt Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis dinas sesnai bidang keahliannya.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 32, terdiri dari sejumlah gparatur sipil negara
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksakan tugasnya
bertanggungjawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAE V
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan
Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksl dan Xelompock Jabatan Fungsional menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.

|3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan
melekat.

Pasal 35

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
iangkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

FPasal 36

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pazal 37

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusarn wajib disampaikan
pula kepada satuan orgenisasi lain yang secare fungsional
mempunyai hubungan kerja.
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Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal 41

(1) Dalamm hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris
melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan
perundang-undangan yang berlalu.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala
Dinas dapat menunjnk Kepala Bidang yang membidangi
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasgal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat
- mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat dibawahnya sesnal dengan ketentuan yang berlaku,

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2] Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah.

(3} Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IL.b, atau jebatan
pimpinan tinggi pratama.

{4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa. atau
jabatan administrator.

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon
IIL.b. atau jabatan administrator '

(6) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup
Dinas merupakan jabatan eselon IV.a. atau jabatan
pengawas.

(7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV
atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan
diberhentilcan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah.

(8) Formas{ dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan

= A [
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BAB ViI
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 44
Pada saat peraturan Bupati ini berlalu, Peraturan Bupati
Kolaka Timur Nomor 58 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Kabupaten Keolaka Timur dicabut dan dinyatakan tidak
berlalu.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,
ttd
TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 31 Desember 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd
EKQO SANTOSO BUDIARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRIKORA IRIANTQ, 8.E., M.3i.
Pembina Tk. I, Gal. IV/b

TSR T AROEAT 1 AT




LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KCOLAKA TIMUR

+ 43 TAHUN 2018

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR QRGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

|
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KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL 1
] | | I
SUBAG. SUEAQG. SUBAC,
PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM DAN
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| | | 1
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PRASARANA DAN . HORTTHULTURA PERKEBUNAN PENGEMEANGAN
BARANA SUMBER DAYA
MANUSIA
e I—— W — | —_—
SEKSBI SEKS! SEKST SEEKSI
a PERLUASAN | PRIIDUKSL | PRODUKSI = HELEMBAGAANW
PENGELOLAAN AN HORTIKULTURA PERKEEBUNAN
PERLINDUNGAN
LAHAN
' SEKS] SEESI SEKSI SEKSI
PFENGELOLAAN AR PEMBENIHAN DAN PEMBENIHAN DAM KETEWNAGAAN
u PERTANIAN ™ PERLINDUNGAN u PERLINDUNGAN ™
HORTIKULTURA PERKEBUNAN
- SEKS] - SEKEI - SEKSI - | EFKS]
PUPUK, PESTISIDA, PENGOLAHAN DAN PEMNGOLAHANR DAN METODE CAN
AlLAT MESIN RDAN PEMASARAN HASIL PEMAEARAN HASIL INFORMASI
PEMBIAYAAM HORTIKULTURA PERKEEUNAN
PERTANIAN
. UPTD

Salinan sesual dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

B Ve

. TRIKORA I[RIANTO, S.E., M.Si.

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH



	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013(1).pdf (p.13)
	image_014(1).pdf (p.14)
	image_015(1).pdf (p.15)
	image_016(1).pdf (p.16)
	image_017(1).pdf (p.17)

